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BUPATI TANA TORA"'A

PROVINSI SI'LAUTESiI SELATAN

PERATURAN BI'PATI TANA TORAJA

NOMOR 01 TAHT'N 2017

TENTANG

PERITBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORA"'A I{OMOR 66 TAHUN

2016 TET{TA.IIG PEITJABARAN ANGGARAN PENDAPATAX DAIT BELANJA

DAERAH TAIII'!( AI{GCIARAN 2(}17

opncerc RAIiMAT fl'rrAN YANG MArrA EsA

suPhtr rANl roRA.re'

'- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kunjungan kerja 
- 
Walil Presiden Republik

lndonesia di Kabuiaten Tana Toraja pada tanggal 22 Jar':uai 2O\7

sesuai surat dari Kementerian Sel(xetafiat Nega-ra Republik

Indonesia Setaetariat Wakil Presiden Nomor : B-2o/Setwapres/ D-

4lProt/KK'O1'O1/ll2O77 'falrggal 11 Januari 2017' untuk

mendukung p"iut"u"aut' kunjungan kerja dimaksud perlu

dianggarkan Jdt- at'gg"t'o Pendapatan dan Belalja Daerah

Kabupaten Tana Tomja Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan satuan tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar di Kabupaten TaIa Toraja yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tor4ia Nomor 5/l/ Tahun
' 2017, perlu dialggarkan dalam Anggaran Pendapatan darl Belanja

Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017 sesuai surat

Menteri Dalam Negeri Nomor 977 /5O65|SJ Talggal 30 Desember

2016 perihal penegasan pembentukan dan penganggaran unit
pemberantasan pungutan liar tingkat provrnsi kabupaten/kota;

c. bahwa denga:r terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan
sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggarar Perdapatan da.n Belanja Daerah

' Tahun Anggaran 2O17;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66
Tahun 2O16 tentang Penjabararl Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun An ggaran 2O1'l ;

Mengingat:l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahal Irmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1822);
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2 Undang.UndangNomor28TahunlgggtentangPenyelenggaraan
N^^^-^ w.-d Flcrsih Dan Bebas Dari Korupsi' Kolusi dan Nepodsme

',ll*f*.#'t .*-.' ntp"uiiu lndonesia rahun 199e Nomor 7s'

i;#;; L.niu"tu" ll"g*t Republik Indonesia Nomor 3851):

Undalg-Undang Nplor 1z Tahun 2OO3 tentang Keualgan Negara

[*;;;; t "*; 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47'

;;;;; tm]uaran Nlgara Republik lndonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

;;;G;;; Negara Republik lndonesia Tahun 20o-+^|33or s'

,.i-Urr." *-U-aniegara Republik lndonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

il;ff; auI-' ru.rggu"g Jawab Keuangan Negara (kmtaran

*"*lt" 
- 

or"ino lndinesia Tahun 2004 Nomor 66' Tambahan

r,eilu*"n Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3

4

5

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104' Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

r<"r.rtf". antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

it -ui." Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126'

Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

20O9 Nomor 13O, Tambahal lembaran Negala Republik InConesra

Nomor 5O49);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (lambaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan i-€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambaha,, LembaraIr Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24O, Tambahan
Lembajarl Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republilt Indonesia Tahun 2OO4 Nomor go,Tambahan
Lembaran Negarq 'itdpublik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telai diubah beberapa kali teralhir dengan Peraturan Pemerintah
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Nomor 21 Talun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukar Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rah'at
Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahar lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 l2):

13. Peraturar Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan layanan Umum (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tcnteng Dana
Perimbangan (IJmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a575);

16. Peraturar Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daera-h (Iembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Iembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 201O Nomor 110, Tambahar Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (l€mbara! Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Sg5);

19. Peraturan Pemelintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang pedoman
Pembinaa-n dan'Pingawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia ?ahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 20O6 tcntarg pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansl pemerintah (Lmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peratura-n Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tcntang Tata Cara
Pemberia! da'l pemarfaatar Inscntif pemungutan p;jak Daerah
dan Retribusi Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, ?ambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);



z2.Petatura.I- Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
-- 

.lkuntansi Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Repubtik lndonesia

Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tertj]ar'g Hibah Daerah
-- 

i;;;-r" Negara Republik Indonesia Tahun 2o12 Nomor 5'

iambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas

Sapu Bersih Pungutan Liar (lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 202);

25. Peraturan Presiden Nomor 97 Ta-hun 2016 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarar' 2017

(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 Nomor 2 53) ;

26. Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaian Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

2T.Perattran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daelah;

28. Peraturan Menteh Detam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Pedomal Penyusunan Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017;

29. Peraturan Daeratr i{abupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2oo8
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tara Toraja Nomor 10 Tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ( kmbaran
Daerah Kabupaten TaIa Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 );

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tarn Toraja Nomor 11 Tahun 20i6
tentang Angga-ran Pendapatan dan BeLanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (l€mbaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

32. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, { Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 Nomor 66 );

Meuetapkan
MEMIIf,USKAT{:

:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TANA TORI^'A NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.
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1 . PendaPatarr
a. PendaPatan Asll Daerah

Semula
Bertamba}l/Berkurang
Menjadi

Rp 106,000,000,000.00
0.00Rp

Rp 106,OOO,OOO,OOO.OO

Rp
Rp

772,976,737 ,O00.Oo
0.00

RP zzz,szo,zsz,ooo.oo

Rp
Rp

135,326,804,000.00
0.00

Rp 13s,326,804,OOO.OO

Jumlah Pcndapat.n
Semula
Bertambah/Bcrkuralg
Monjedl

2 . BelanJa
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
Semula
Bertambal /Berkurang
Menjadi

Rp
Rp

1,O 14,303,541,000.00
0.00

ep 1,014,303,541'OOO.OO

Rp
Rp

386,741,173,995.00
0.00

RP 386.741,173,995.OO

Rp
Rp
Rp 115,OOO.OOO.OO

Rp
Rp

3,600,000,000.00
0.00

3,6OO,OOO,OOO.OO

Rp 4,427,300,000.00
0.o0Rp

2) Belanja Bunga
Semula
Bertamba-h/Berkurarg',
Menjadi

115,O00,000.o0
0.00

3) Belarja Subsidi
Semula
Bertambah/Berkurarg
Menjadi

4) Belanja Hibah
Semula
Bertambah/ Berkurang
Medadi

RP

Rp 4,427,3OO,OOO.OO

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peratumn Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016

l"o"* pa":^u-an Anggaran Pendapatan dal Belanja^Daerah Tahun Anggaran

2017, I Benra Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 66 ); diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunf sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas;

b, Dana Perimbangan
Semula
Berta.mbah/ Berkurang
Menjadi

c, Lain-laln Pendapatan Dacrah yang tah
SemuLa
Bertambah/ Berkurang
Menjadi
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5) Belanja bantuan sosial
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

6) Belanja bagi hasil
Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

8) Belanja tidak terduga

Jumlah Belanja Tida} L€rgsung
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

b. Belanja La.ngsung
1) Belanja Pegawai

Semula
Bertambah/Berkuran! ,

Menjadi il

2) Belanja Bararg dan Jasa
Semula
Bertambah/Berkurarlg
Menjadi

Jumlah Belanja Iangsung
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

Jumlah BelanJa
Somula
B.ttambah/Borkutang
MonJadl

Rp 648,000,000.00
0.00Rp

RP 648.OOO,OOO.OO

Rp
Rp

1,007,500,o00.00
0.o0

RP 1,OO7,5OO,OOO.OO

Rp
Rp

147 ,919,57 8,280 .OO

o.o0
RP 147,919,578,28O.OO

500,000,oo0.00
0.00

Rp 5OO,OOO,OOO.OO

Rp
Rp

s44,958,S52,27s.OO
o.oo

RP 544,958,552,27S.OO

Rp
Rp

55,097,162,000.00
251 ,750,O00.00

RP 55,348,912,OOO.OO

Rp 4,336,690,000.00
Rp 192,955,376,62s.OO

Rp
Rp

229,341,444,100.OO
t,744, 180.O00.00

Rp 231,085,624,1Oo'OO

Rp
Rp

473,O5A,292,72s.OO
6,332,620,000.00

Rp 479,39O,912,72s.Oo

Rp
Rp

1,O18,O16,845,OOO.OO
5,332,620,OOO.OO

Rp 1,024,349,465,000.00

Rp
Rp

Rp

7) Belanja bantuan keuangen
Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

3) Belanja Modal
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

Rp 188,619,686,625.OO

Surplur/DeBett (1O,O45,924,OOO.OOl



3 . P€mblayaan
1) Penerimaan Pembiayaan

Semula
Bertarnba-h / Berkurang
Menjadi

2) Pengeluaran Pembiayaan
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

7,OOO,OOO,OOO.00

6,332,620,000.00
Rp 13,332,62O,OOO.OO

Rp
Rp

3,286,696,000.00
0.o0

Rp 3,286,696,OOO.OO

3,713,304,OOO.OO
6,332,620,OOO.OO

RP 1O,045,924,OOO.OO

o.oo

Rp
Rp

Jumlah Pemblayaan Netto
Semula
Bertambah/BerkuraDg
Menjadl

Slsa lebih pemblayaan Cnggaran

Rp
Rp

2. Lampiran I dan Lampiran II, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Oi7 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiraa I dan l'ampira]1
II Piraturan Bupati ini dan merupakan bagia! yang tidak terpisahkan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berla-ku pada tanggal diundangkan.

RP

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya da]aln Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja'

Ditetapkan di Makale

,pada tanggal 17 J.ruari 2o'l?

L"rr"or, a rr^ toR ,JA,w

GXANAE

DAERAH KABI'PATEN TANA TORAT'4"

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA"TA TAHUN 2017 NOMOR or

Diundangkan di Makale
pada tanggal 1? Jaruari 2oU


